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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya 

maka peneliti dapat menarik simpulan: 

1. Problematika hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari 

perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Asing, terjadi akibat belum adanya peraturan yang efektif berkaitan 

dengan status kewarganegaraan anak, dalam hal ini Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

belum menjamin efisiensi baik dari sisi biaya ataupun mekanisme 

pengurusan status kewarganegaraan anak, sehingga anak belum 

mendapatkan kepastian dan perlindungan dari negara untuk menjamin 

pemenuhan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Peraturan mengenai 

kewarganegaraan menjadi tidak efektif, karena anak perlu mengeluarkan 

biaya yang cukup besar dalam mengurus status kewarganegaraan 

Republik Indonesia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dalam 

rangkaian proses pengurusannya perlu melalui sejumlah tahapan panjang 

yang menghendaki anak harus datang ke Indonesia, serta perlu melalui 

beberapa mekanisme di berbagai instansi pemerintahan, karena terdapat 

beberapa instansi yang memiliki kewenangan untuk  mengurusi perihal 

kewarganegaraan. 
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2. Kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda 

diperlukan, dalam rangka mengakomodir permasalahan anak dalam hal 

ini baik secara proses, prosedur, syarat dan mekanisme yang berorientasi 

memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap anak. Kebijakan 

hukum yang efektif dalam hal ini memerlukan integrasi antar setiap 

instansi, yang mengurusi perihal yang sama terkait status 

kewarganegaraan anak, sehingga terciptanya kebijakan yang responsif. 

Integrasi antar setiap instansi dapat dilakukan melalui sistem elektronik 

yang terhubung pada setiap instansi, dalam hal ini yang memiliki 

kewenangan terkait urusan kewarganegaraan secara khususnya pada anak, 

hal ini dilakukan agar adanya sinkronisasi data pada setiap instansi, 

sehingga memudahkan proses pengurusan status kewarganegaraan itu 

sendiri. Selain sistem terintegrasi secara elektronik, kebijakan yang efektif 

juga dapat ditempuh dengan mekanisme jemput bola sebagai bagian dari 

pelayanan pemerintah, artinya dalam menggunakan strategi tersebut 

Pemerintah berperan aktif dalam memperhatikan setiap anak yang 

merupakan warga negaranya, dengan memberikan peringatan terdahulu 

kepada anak berkewarganegaraan ganda terkait usia anak tersebut 

sebelum mencapai batas yang ditetapkan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. 
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B. Saran 

             Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan 

saran dintaranya yaitu: 

1. Diperlukan adanya evaluasi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 

aturan pelaksananya yang berbasis digital dan sistem pemerintahan yang 

berbasis elektronik, sehingga menjamin kemudahan akses bagi 

masyarakat dan terciptanya integrasi data antar instansi yang mengurusi 

perihal terkait kewarganegaraan. 

2. Diperlukan diskresi kewenangan oleh pejabat dalam mengatasi 

permasalahan anak berkewarganegaraan ganda dengan memperhatikan 

asas pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas kepentingan 

umum, asas non diskriminasi serta tetap berpedoman terhadap ketentuan 

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sehingga menjamin perlindungan dan 

memberikan kemudahan dalam pengurusan status kewarganegaraan anak 

baik dari sisi proses, prosedur dan mekanisme. 

 

. 
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